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ABSTRAK

“Womoem dserah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah
miE weSs mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
\spemingen masyarakal setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sefemgkan wgas pembantuan merupakan penugasan dari pemeritah kepada
Sz=rah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau
desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah
dalam otonomi, dacrah memungkinkan dibuatnya berbagci perangkat-perangkat
berupa aparatur daéraii yang berfungsi sebagai penduicung dari pelaksanaan
pemerintahan di daerahnya. Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah
yang memiliki otonomi daerah pastinya mempunyai wewenang, hak dan
kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk
mewujudkan stabilitas pemerintahan baik (good goverment) dan suksesnya
jalanya roda-roda pemerintahan tentunya tidak telepas dari peranserta £nasyarakat
dan pemerintah (perangkat daerah) yang bertugas sebagai penunjang dalam
menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Timur dan
perangkat daerah yang dimaksud yaitu dengan adanya keberadaan (eksistensi)
Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal
255, 256, dan 257. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja, Pasal 2,3,4,5,6,7,8 dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 4 Tahur 2007, Pasal 24 ayat I dan 2 serta Peraturan Bupati Nomor
46 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja. Semua peraturan tersebut merupakan tugas dan fungsinya didalam
Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Sehingga Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai peranan yang penting dalam Pemerintahan Daerah.
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